BABV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan pokok
permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengungs mempunya perlindungan hukum, berdasarkan hukum
internasional diatur dalam beberapa instrumen hukum internasi onal
yaitu dalam Konvens 1951 dan Protokel 1967 tentang Status
Pengungs yang mengatur prinsip non-refoulement pada Pasal 33.
Pasal 3 sampai dengan Pasal 34 yang membahas tentang hak-hak
pengungsi, kewajiban pengungs juga diatur dalam Pasa 2.
Instrumen hukum internasional mengenai pengungs juga terdapat
pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 yang
mengatur mengenai-hak asasi-setiap individu khususnya hak mencari
dan menikmati-suaka yang terdapat dalam Pasd 14 ayat 1,
International Covenant on Civil and-Political Rights (ICCPR) 1966
yang beris tentang hak-hak sipil dan politik individu termasuk
pengungs yang tercantum pada Pasal 12 ayat 1, Deklaras PBB
tentang Suaka Teritorial 1967, Resolus MaelisUmum PBB 428 (V)
mengenai statuta UNHCR 1950, serta ketentuan-ketentuan
internasional regional yang terdapat di benua-benua di dunia seperti
Asia, Eropa, Afrika dan Amerika yang di antaranya adalah Dublin

[11 Uni Eropa tentang Permohonan Suaka Uni Eropa.
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Inggris mempunyai tiga pokok jawaban penyebab menarik diri dari
Uni Eropa (Brexit), yaitu (@) Inggris kritis terhadap aturan atau
perjanjian yang dibuat Uni Eropa terkait permasalahan kedaulatan
Inggris untuk menjaga independens penerapan aturan dalam negeri
atau hukum nasional (b) Inggris menilai bahwa beban ekonomi dan
sosial saat menjadi anggota Uni Eropa sangatlah terasa; dan yang
terakhir (c) dinamika politik domestik Inggris yang memberikan
kesempatan bagi. kelompok penolak Uni Eropa (Euroscepticism)
dalam mempengaruhi referendum Brexit terkait pencari suaka dan
pengungsi. Inggrisdan Uni Eropa samasekali tidak ada kesepakatan
yang dicapal mengenai kebijakan suaka dalam Trade and
Cooperation Agreement (TCA). Akibat dari hal tersebut, pada akhir
periodetransisi Brexit pada 31 Desember 2020, Peraturan Dublin 11,
Eurodac, dan semua € emen CEAS lainnya tidak berlaku lagi di
Inggris Raya sampai saat ini. Brexit mempengaruhi keputusan yang
dapat dilakukan pemerintah Inggris tentang kebijakan suaka, Inggris
tetap menjadi anggota yang menandatangani Konvens 1951 tentang
Status Pengungsi dan Protokol 1967, namun karena Inggris tidak
lagi menjadi bagian dari Dublin |11 atau Eurodac, ada ketidakpastian
besar tentang penanganan Inggris terhadap pencari suaka yang tiba
di negaratersebut karena belum ada perjanjian formal antaralnggris
dan uni Eropa atau masing-masing negara anggota Uni Eropa untuk

menentukan tanggung jawab untuk memeriksa permintaan suaka.
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Peraturan Dublin 11l juga memberikan aturan tentang Family
Reunion yang tidak lagi berlaku di Inggris. Akibatnya, lebih sulit
bagi pencari suaka yang ingin bergabung dengan anggota keluarga,
meskipun ada unsur-unsur rencana yang positif dalam New Plan for
Immigration. Pembahasan di atas dapat dismpulkan bahwa
kebijakan baru yang dirumuskan oleh pemerintah Inggris pasca-
Brexit menimbulkan pengaruh, bagi masyarakat Inggris, kebijakan
tersebut tentunya akan membawa dampak yang cukup positif. Akan
tetapi, bagi imigran kehbijakan baru tersebut akan membawa dampak
negetif. Terlepas dari kebijakan tersebut, Inggris merupakan negara
yang sangat menjunjung tinggi hak asas manusia, pada akhirnya
baik masyarakat Inggris maupun pengungsi merupakan entitas yang

harus dijunjung hak asasinya.

B. Saran

1.

Berdasarkan ssimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut:
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebaiknya dapat memberi
perhatian terhadap situas permasalahan mengenai imigran di Uni
Eropa dalam kasus tersebui.

Pemerintah Inggris sebaiknya melaksanakan kewajiban yang
tercantum pada Konvens 1951 tentang Status Pengungsi, sehingga
peraturan baru Inggris pasca-Brexit tidak bertolak belakang dengan

Konvens 1951 tentang Status Pengungsi.
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